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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia di antara makhluk-
makhluk lainnya. Oleh karenanya manusia diciptakan dalam bentuk laki-laki
dan perempuan untuk saling berpasang-pasangan. Manusia diberi wadah untuk
melanjutkan keturunan sekaligus beribadah dalam suatu ikatan perkawinan.

Sebagaimana termaktub dalam surat a/-Rum ayat 21:
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“Dan di antara tands-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.”

Perkawinan merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa
kasih sayang sesama manusia. Dari perkawinan proses historis keberadaan
manusia dapat berkelanjutan. Dari perkawinan pula, lahirlah keluarga sebagai
unit kecil sebagai dalam masyarakat. Keluarga dimulai dari dua sosok manusia

yakni seorang suami dan seorang isteri, mereka berdua merupakan batu pertama

'Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: al-Hidayah, 2002), 641.



bagi pembentukan sebuah mahligai keluarga atau mereka merupakan tanah
tempat tumbuh, berkembang dan berbuah pohon keluarga.

Perkawinan merupakan perbuatan yang disenangi Allah dan
Rasululiah, agar manusia terhindar dari hal-hal yang dilarang. Sebagaimana

yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW.:
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“Dari Abdullah berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Hai para pemuda, barang

siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah karena

sesunggubnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih
menjaga kehormatan.” (HR. Muslim)

Adanya perkawinan merupakan suatu aturan yang tclah ditetapkan
oleh Allah SWT. bagi manusia yang tidak boleh dilanggar. Manusia dilarang
melakukan perbuatan seperti makhluk-makhluk lainnya yang hidup bebas tanpa
kendali, berhubungan antara jantan dan betina secara amarchi. Namun Allah
mengatur hubungan keduanya dengan memberikan jalan yang aman pada
nalurinya.’

Suatu perkawinan yang dijalankan sesuai tuntunan agama akan
menjadi jalan menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan berumahtangga, di
mana suami dan isteri serta anak-anak dapat menjalankan hak dan kewajiban

mereka dengan baik dan selalu dalam satu naungan agama Islam. Akan tetapi,

Dar al-Kutub Imiyyah, Cet. I, 2008), 10.
3 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Jilid VI, (Bandung: al-Ma’arif, 1980), 21.



tidak semua suami dan isteri mengerti dengan perubahan status yang
disandangnya dan melaksanakan kewajiban barunya dengan baik, schingga
sering terjadi ketidaksefahaman antara suami dan isteri.

Indonesia sebagai negara hukum telah membuat peraturan tentang
perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
yaitu tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor | Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 199! tentang Kompilasi
Hukum Islam (KHI) dan peraturan lainya mengenai perkawinan. Diharapkan
dengan adanya aturan hukum ini, persoalan perkawinan yang terjadi di
Indonesia dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan hukum positif juga
berdasarkan hukum agama.

Dengan adanya peraturan-peraturan tentang perkawinan, negara
kesatuan Republik Indonesia membentuk suatu lembaga sebagai penegak
peraturan tersebut, yang menangani perkara tertentu bagi rakyat yang beragama
Islam sebagai penganut mayoritas penduduk di Indonmesia, yaitu Peradilan
Agama.

Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat peradilan sebagai
pelaksana kekuasaan kehakiman atau judicial power. Berdasarkan Undang-

undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan



kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan; Peradilan
Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.*

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Peradilan Agama.’ Dengan
demikian, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara perdata masyarakat yang beragama Islam di Indonesia di
tingkat pertama. Adapun perkara yang berhak ditangani oleh Pengadilan Agama
adalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan
ekonomi syari'ah.’ Salah satu perkara yang sering terjadi di antara masyarakat
Islam di Indonesia adalah masalah perkawinan.

Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai akad yang menimbulkan
kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri
kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara
timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.” Perkawinan dalam pengertian
lain seperti terdapat di UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara scorang pria dan seorang wanita

4 Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
5 Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama.
¢ Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama.
" Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di lndonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 39.



sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari pengertian perkawinan dari Undang-Undang tersebut, jelas bahwa
tujuan utama dari adanya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau batin saja, akan
tetapi ikatan kedua-duanya.

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara
seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.
Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yaitu upacara akad
nikah. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin
karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan
seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. lkatan batin
tercermin dengan adanya kerukunan suami isteri yamg bersangkutan.
Terjalinnya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan dasar utama dalam
membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal”

Akan tetapi untuk mencapai ikatan lahir dan batin yang kuat, banyak
keadaan dan halangan yang harus dilalui dengan lapang dada, ikhlas, kasih

sayang, dan penuh kesabaran. Dengan begitu antara suami dan isteri akan

® pasal 1Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
*Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Indonesis, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet IV,
1976), 15.



tercipta suasana yang harmonis dan merasakan kehidupan berumahtangga
sebagaimana yang mereka dambakan, terhindar dari pahitnya perceraian serta
terhindar dari perbuatan yang dibenci Allah SWT. Sebagaimana yang

dinyatakan oleh Rasulullah SAW.:
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"Dari [bnu Umar, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Perbuatan halal yang sangat
dibenci Allah Azza wajalla adalah talak.” (H.R. Abu Dawud)

Perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal yaitu karena
terjadi talak yang dijatubkan oleh suami terhadap isterinya (cerai talak), ada
yang terjadi karena perceraian yang diajukan oleh isteri terhadap suami (cerai
gugat) ataupun karena sebab-sebab lain. Perceraian yang dilakukan oleh orang-
orang yang beragama Islam di Indonesia, baik yang diajukan oleh suami
maupun isteri, pada prinsipnya hanya dapat dilakukan di depan sidang
pengadilan. Perceraian itu baru dapat dilakukan setelah pengadilan gagal
mendamaikan suami-isteri."'

Dalam perundang-undangan Indonesia perceraian terjadi karena

beberapa alasan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum

Islam, disebutkan bahwa:

Wabu Dawud Sulaiman, Sunan Abu Dawud, Juz 11, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
1996), 120.

1 pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama.



Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1.

2.

[>]

salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain di luar kemampuannya;

. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
yang membahayakan pihak yang lain;

. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
‘tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga;

. suami melanggar taklik talak;
. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya

ketidakrukunan dalam rumah tangga. '

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak

hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat

hukum, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sechingga sah tidaknya

suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-

masing orang yang melangsungkan perkawinan.13 Dalam Pasal 8 huruf f

dijelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai

hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang

kawin.'* Hukum Islam melarang adanya perkawinan beda agama, oleh karena

12 pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.
13 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Ases-Asas Hukum Perdata, (Bandung: PT. Alumni,

2006), 80.

14 pagal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



itu antara calon suami dan calon isteri diwajibkan untuk menganut agama yang
sama saat melakukan perkawinan."’

Persoalan muncul jika ditengah menjalani kehidupan rumah tangga,
kemudian salah seorang dari suami isteri tersebut keluar dari agama Islam
(murtad), maka perbedaan prinsip dan keyakinan secara otomatis akan terjadi.
Kemungkinan besar pertengkaran dan percekcokan akan terjadi pula. Oleh
karenanya, fiugaha*sependapat bahwa faktor agama termasuk dalam pengertian
kesepadanan (kafa ‘ah).'® Karena agama yang sama akan membawa pada
prinsip, pemikiran dan jalan yang sama pula untuk mencapai keluarga yang
bahagia. Jika salah satu pihak keluar dari agama Islam, maka ini menyalahi
persyaratan keduanya harus beragama Islam, dan kejadian seperti ini termasuk
pekawinan yang fasakh (batal/rusak).‘7

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika
berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan
membatalkan kelangsungan perkawinan. Fasakh karena syarat-syarat yang tidak
terpenuhi ketika akad nikah, misalnya setelah akad nikah ternyata diketahui
bahwa isterinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad, misalnya bila salah seorang

dari suami atau isteri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau

15 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, 133.

16 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj. Imam Ghazali Said dari Bidayatul Myjtahid, Juz 11,
(Jakarta: Pustaka Amani, Cet 111, 2007), 426.

'7 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 243.



kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang
terjadi bclakangan.'8

Fasakh diatur Undang-undang dalam bab tentang Batalnya

Perkawinan.'® Dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

a. perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri
murtad;

b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan
beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.20

Berkenaan dengan berbagai hal yang telah tersebut di atas, maka yang

akan dibahas adalah mengenai cerai talak yang diajukan oleh suami murtad di
Pengadilan Agama, khususnya dalam perkara Nomor 2247/Pdt.G/2011/PA.Sby.
beserta putusan yang dijatuhkan hakim dalam perkara cerai talak tersebut.

Kasus ini menjadi fenomena yang menarik bagi penulis untuk dikaji

lebih dalam. Berdasarkan kasus di atas, Pengadilan Agama menerima gugatan
perceraian yang diajukan oleh orang yang tidak beragama Islam, yaitu suami
yang murtad. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, khususnya dalam Pasal 1 angka 1

“Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.”

18 Abdur Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003), 142-143.
9

Ibid., 253.
2 pasal 75 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
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Pasal 2 “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara
perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.” dan Pasal 49
“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,
shadaqah, dan ekonomi syari'ah.”

Selain itu hakim di Pengadilan Agama memutus perkara tersebut
dengan dalil pertengkaran dan perselisihan tanpa menjadikan murtadnya suami
sebagai pertimbangan. Putusan “Menceraikan perkawinan antara pemohon dan
termohon” tanpa menyebutkan jenis talak juga menimbulkan kebingungan.

Inti permohonan dari pemohon adalah izin menjatuhkan talak satu
raj’i. Hal ini didukung dengan dalil-dalil hukum yang digunakan hakim adalah
pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dan tidak bisa didamaikan lagi.

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
mengenai cerai talak menyebutkan bahwa amar putusan suami riddah bukan
memberikan izin pada suami untuk mengikrarkan talak, tetapi talak dijatuhkan
Pengadilan Agama dalam bentuk putusan.”’ Untuk keseragaman, amar putusan

cerai talak yang diajukan oleh suami yang riddah (keluar dari agama Islam)

2! Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010), 152.
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berbunyi : “Menjatuhkan talak satu ba’in sugra Pemohon (nama ..... bin .....)
terhadap Termohon (nama ..... binti ..... Y2

Atas gugatan dari suami yang murtad tersebut, akan dibahas mengenai
putusan yang dijatuhkan hakim, apakah diputus sesuai dengan gugatan suami
untuk menjatuhkan talak raj%, ataukah memutusnya dengan memfasakh
perkawinan antara suami istri tersebut karena suami murtad, atau dengan ba’in
sugra sebagaimana tercantum dalam Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis
kemukakan, maka judul yang penulis kaji adalah: “CERAI TALAK YANG
DIAJUKAN OLEH SUAMI MURTAD (ANALISIS PUTUSAN NOMOR

2247/Pdt.G/2011/PA.Sby.)”

. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Setelah mengetahui latar belakang masalah, maka selanjutnya dapat
diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :
a. Perkawinan antara suami dan isteri dilakukan dengan menggunakan
hukum agama Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
b. Perpisahan antara suami dan isteri disebabkan karena suami keluar dari

- agama Islam (murtad).

2 1bid, 153.



NS
c. Dasar hukum penerimaan perkara cerai talak yangf‘q

yang tidak beragama Islam (murtad) dalam kasus Nomor
2247/Pdt.G/2011/PA.Sby.

d. Ditinjau dari hukum Islam, fasakh adalah akibat yang timbul apabila
salah satu dari suami atau isteri murtad.

e. Dalam Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II
Edisi 2010) discbutkan bahwa jika suami riddah (keluar dari agama
islam) maka putusannya adalah menjatubkan talak ba’in sugra oleh
Pengadilan Agama.

f. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor
2247/Pdt.G/2011/PA.Sby. dengan mengabulkan gugatan suami berupa
pemberian izin untuk menjatuhkan talak satu ra/’/.

. Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian, tidaklah mudah untuk meneliti semua
permasalahan yang ada pada bidang yang diteliti, oleh karena itu setiap
penelitian akan membatasi masalah yang akan di teliti, begitu juga halnya
dengan penelitian ini, yang akan di teliti hanya masalah-masalah tertentu
saja.

Mengingat hal tersebut di atas, penulis perlu membatasi masalah

yang akan diteliti dengan tujuan agar penulis dapat mencapai sasaran



13

penclitian dan tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menginterpretasi
masalah yang ada.

Adapun masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah
tentang pengajuan cerai talak oleh suami murtad sebagai orang yang tidak
beragama Islam di Pengadilan Agama Surabaya dan dasar pertimbangan

hakim dalam memutus perkara Nomor 2247/Pdt.G/2011/PA.Sby.

C. Rumusan Masalah
Agar lebih terarah dan terfokus pada masalah yang diteliti, maka
dalam penelitian ini dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan
sebagai berikut :
1. Apa dasar yang digunakan Pengadilan Agama Surabaya untuk menerima
gugatan perceraian oleh suami murtad?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam

memutus perkara cerai talak yang diajukan oleh suami murtad?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk
mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti, schingga dipastikan tidak
adanya pengulangan pembahasan penelitian. Sejauh penelitian penulis terhadap

karya-karya ilmiah berupa buku maupun laporan penelitian, penulis menemukan
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skripsi yang membahas masalah cerai talak yang diajukan oleh suami murtad,
antara lain:

Pertama, Dalam skripsi berjudul “Penggugat dan Tergugat non-
Mouslim dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya
Putusan Nomor 903/Pdt.G/2011/PA.Sby.” karya Makmun Ansori. Dalam
skﬁpsi tersebut membahas tentang putusan atas seorang wanita non-muslim
(Katolik) yang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan atas suaminya
non-muslim (Kristen) yang memalsukan identitas dengan “jejaka” dan menikah
dengan wanita muslimah. Acuan dalam penelitian tersebut adalah wanita non-
muslim tulen sebagai penggugat, berhadapan dengan suaminya yang juga
seorang non-muslim tulen sebagai tergugat, bisa mengajukan gugatan ke
Pengadilan Agama. Putusan dari perkara tersebut lebih mengarah kepada unsur
pelanggaran poligami. Dari fokus pembahasan di atas, dasar pertimbangan
hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam mengadili dan menyelesaikan
pembatalan perkawinan tersebut berdasarkan pada ketentuan pasal 3,4,5
Undang — Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum
Islam, dan pasal 22 dan 24 Undang — Undang Nomor | tahun 1974 jo pasal 71

Kompilasi Hukum Islam.”

2 Makmun Ansori, Penggugat dan Tergugat non-Muslim dalam Perkara Pembatalan
Perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya Putusan Nomor 903/Pd1.G/2011/PA. Sby., Skripsi pada
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.
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Kedua, pada skripsi karya Analia Hidayatus Shalihati yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Permohonan Cerai Talak suami
murtad di Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Sidoarjo’.
Skripsi ini lebih memfokuskan kepada tinjauan hukum Islam dan dasar hukum
yang hakim gunakan dalam perkara permohonan cerai talak di Pengadilan
Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Sidoarjo secara umum saja. Skripsi ini
juga tidak memfokuskan pada kasus tertentu, hanya menyimpulkan secara garis
besar dan mengambil beberapa contoh kasus. Membandingkan perbedaan
putusan terhadap kasus yang sama di dua Pengadilan Agama yang berbeda
wilayah hukumnya untuk selanjutnya dianalisis dengan hukum Islam, bukan
hukum formil.**

Dan dalam buku yang berjudul “Kawin Lintas Agam4’ Kkarangan
Suhadi, dijelaskan tentang penyebab dilarangnya perkawinan antar agama
berdasar perspektif kritik nalar Islam. Buku ini memfokuskan pada kajian
perkawinan campur, menunjukkan sisi-sisi politik dari usaha-usaha
menyingularkan (menunggalkan) teritori agama.25

Sedangkan dalam skripsi ini, penulis memfokuskan pada “Cerai Talak
yang Digjukan oleh Svami Murtad (Analisis Putusan  Nomor

2247/Pdt.G/2011/PA.Sby.)” yaitu untuk mengetahui konsep cerai talak dan

M Analia Hidayatus Shalihati, 7injavan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Permohonan
Cerai Talak Suami Murtad di Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Sidoarjo, Skripsi
pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.

 Suhadi, Kawin Lintas Agama, (Yogyakarta: LkiS, 2006)
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cerai talak yang diajukan oleh secorang suami yang semula muslim dan
melakukan prosedur perkawinan sebagaimana mestinya, akan tetapi keluar dari
agama Islam (murtad) di tengah perkawinannya, membahas penyelesaian kasus
tersebut dari segi figh dan perundang-undangan Indonesia. Selain itu juga
membahas tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani perkara
yang diajukan oleh non muslim, serta membahas dasar pertimbangan hakim
dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Surabaya atas putusan Nomor

2247/Pdt.G/2011/PA.Sby.

. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, pembahasan ini
bertujuan sebagai berikut :
1. Mengetahui dasar yang digunakan Pengadilan Agama Surabaya untuk
menerima gugatan perceraian oleh suami yang murtad.
2. Mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam

memutus perkara cerai talak yang diajukan oleh suami murtad.
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F. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun
praktis :

1. Kegunaan Teoritis yaitu untuk mengembangkan khazanah intelektual pada
umumnya, khususnya dalam bidang hukum keluarga, dalam mengelola
perkawinan menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. Kegunaan Praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi
masyarakat Islam pada umumnya, terutama sebagai bahan pertimbangan dan
acuan dalam penyelesaian masalah-masalah mengenai cerai talak yang

diajukan oleh suami murtad.

G. Definisi Operasional
Untuk menghindari kerancuan pemaknaan atau ambiguitas, maka perlu

kiranya penulis mengidentifikasi beberapa istilah yang terkait dengan judul

antara lain :

Cerai Talak : Perkara perceraian yang pengajuann
permohonannya datang dari pihak suami.”’s.

Murtad : Kembali dari agama Islam kepada

kekafiran, baik dengan niat, ucapan

maupun tindakan, baik dimaksudkan

% pasal 66 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
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sebagai senda gurau atau dengan sikap

permusuhan maupun karena keyakinan.27
Nomor 2247/Pdt.G/2011/PA.Sby. : Nomor putusan tentang kasus pengajuan

cerai talak oleh suami murtad di

Pengadilan Agama Surabaya.

H. Metode Penelitian
1. Data Yang Dikumpulkan
Data yang penulis himpun untuk menjawab pertanyaan yang ada

dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari sumbemnya, sebagai

berikut :

a. Data yang terkait dengan isi putusan Pengadilan Agama Surabaya
putusan Nomor 2247/Pdt.G/2011/PA.Sby.

b. Alasan-alasan dan dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama
Surabaya memutus perkara Nomor 2247/Pdt.G/2011/PA.Sby.

c. Dasar-dasar hukum agama Islam meliputi al-Qur’an dan al-Hadits serta
kitab-kitab figh yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

d. Dasar-dasar hukum meliputi Undang-Undang atau peraturan tentang

Pengadilan Agama.

27 Abdul Aziz Dahlan, dkk., Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van
Hoeve, Cet VII, 2006), 1233.
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2. Sumber Data
Sumber data dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer, berupa data yang diambil dari sumber data secara
langsung oleh peneliti, di mana peneliti melakukan pengukuran sendiri.
Yang menjadi Sumber Data Primer dalam skripsi ini adalah :

1) Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Surabaya yang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Nomor
2247/Pdt.G/2011/PA. Sby.

2) Putusan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor perkara :
2247/Pdt.G/2011/PA.Sby.

3) Berita Acara Persidangan dengan  Nomor perkara
2247/Pdt.G/2011/PA.Sby.

b. Sumber Data Sekunder berupa buku-buku yang mempunyai relevansi
dengan tujuan pembahasan skripsi ini.

Data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka atau sumber lain

yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti. Sumber data

sckunder dibedakan dalam:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Dalam skripsi ini, yang menjadi bahan hukum primer adalah:
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a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama.

b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¢) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

d) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II Edisi 2010)

Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, yaitu:

a) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin

b) Peradilan Agama di Indonesia karya Cik Hasan Basri

¢) Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama karya M.

Yahya Harahap

d) Figh Sunnah karya Sayyid Sabiq

¢) Figh Munakahat karya Abdur Rahman Ghazaly

f) Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd

g) Hukum Perkawinan Indonesia karya Wirjono Prodjodikoro

h) Fiqih munakahat IT karya Slamet Abidin dan Aminuddin

i) Pengantar Penelitian Hukum karya Soerjono Sockanto

j) Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata karya Riduan Syahrani

k) Buku-buku lain yang terkait dengan pembahasan penelitian.
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3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,
yaitu:27
a) Kamus Hukum.

b) Ensiklopedia.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :
a. Interview (wawancara)

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu antara dua orang atau lebih

yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau

sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. Teknik ini digunakan untuk
mendapatkan data tentang perceraian dalam hal ini cerai talak yang
diajukan oleh suami murtad di Pengadilan Agama Surabaya, baik dengan

Ketua Pengadilan Agama, hakim atau panitera Pengadilan yang

bersangkutan.

b. Dokumentasi

Mengumpulkan data-data yang dikumpulkan berdasarkan arsip-arsip,

misalkan berupa putusan perkara perceraian dalam hal ini cerai talak yang

diajukan oleh suami murtad dan literatur yang terkait dengan masalah itu.

7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, Cet 111, 2010), 52.
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4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan
data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, schingga dapat
ditentukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh
data?®

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis akan
menganalisis data tersebut menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu
menggambarkan kasus tentang cerai talak yang diajukan oleh suami murtad
beserta putusannya, kemudian menganalisis dengan menggunakan ketentuan
yang ada dalam figh dan perundang-undangan Indonesia.

Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah pola pikir induktif,
yaitu metode yang diawali dengan menggambarkan sebuah obyek tentang
realitas dari hasil riset yang berupa cerai talak yang diajukan oleh suami
murtad, kemudian dilakukan penilaian berdasarkan teori dan dasar hukum
yang terkait dengan masalah tersebut, untuk selanjutnya diambil

kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan ini dipaparkan dengan tujuan untuk

memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun

2 | exy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif; (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006),
103.
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dalam beberapa bab, pada tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, schingga
pembaca dapat mudah memahaminya. Adapun sistematikanya adalah :

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori mengenai perceraian menurut hukum
Islam dan perundang-undangan di Indonesia meliputi konsep talak oleh suami
murtad dalam figh (memuat tentang pengertian talak, dasar hukum dan hukum
talak, macam-macam talak, putusnya perkawinan karena murtad, akibat hukum
putusnya perkawinan karena talak dan putusnya perkawinan karena murtad)
dan konsep cerai talak oleh suami murtad menurut perundang-undangan di
Indonesia (memuat pengertian cerai talak, macam-macam cerai talak, alasan-
alasan perceraian, putusnya perkawinan karena murtad, akibat hukum putusnya
perkawinan karena cerai talak dan putusnya perkawinan karena murtad)

Bab ketiga adalah deskripsi hasil penelitian tentang Pengadilan Agama
Surabaya dan putusan hakim terhadap cerai talak yang diajukan oleh suami
murtad dalam perkara Nomor 2247/Pdt.G/2011/PA.Sby. yang meliputi profil
Pengadilan Agama Surabaya, kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili
kasus-kasus masyarakat non muslim, deskripsi kasus cerai talak yang diajukan

suami murtad di Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara Nomor
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2247/Pdt.G/2011/PA.Sby., pertimbangan dan dasar putusan hakim terhadap
gugatan perceraian karena salah satu pihak murtad di Pengadilan Agama
Surabaya dalam perkara Nomor 2247/Pdt.G/2011/PA.Sby., akibat hukum
putusan perkara Nomor 2247/Pdt.G/201 1/PA.Sby.

Bab keempat adalah analisis putusan hakim terhadap cerai talak yang
diajukan oleh suami murtad di Pengadilan Agama Surabaya meliputi dasar
Pengadilan Agama Surabaya menerima gugatan perceraian oleh suami murtad
dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus perkara
cerai talak yang diajukan oleh suami murtad.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir berisi tentang kesimpulan

sebagai jawaban atas rumusan masalah dan saran yang diberikan oleh penulis.



